PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 16 TAHUN 2005
TENTANG
DEVWAN R SET NAS ONAL

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG VAHA ESA
PRES DEN REPUBLI K | NDONES A

Meni nbang :

a.

Mengi
1.

2.

bahwa penbangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka
penbangunan nasional perlu dilakukan secara lebih terarah dan
terpadu, agar hasilnya dapat di manfaatkan dengan sebesar-besarnya
bagi kepentingan nmasyarakat dan bangsa;

bahwa Penerintah dal am nerunuskan arah, prioritas utana, dan kerangka
kebi jakan di bidang penelitian, pengenbangan, dan penerapan il mu
penget ahuan dan teknol ogi perlu nenper hati kan pem ki ran dan pandangan
dari  pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkenbangan il nu
penget ahuan dan teknol ogi yang dihinpun dal am suatu wadah | enbaga
yang bersifat non struktural;

bahwa Dewan R set Nasional yang dipentuk berdasarkan Keputusan
Presiden Nonor 94 Tahun 1999 tentang Dewan R set Nasional di pandang
sudah tidak sesuai |agi dengan perkenbangan keadaan, sehingga perlu
unt uk di senpur nakan;

bahwa sehubungan dengan hal - hal sebagai rana di naksud pada huruf a, b,
dan c, serta dal am rangka nel aksanakan Whdang-undang Nonor 18 Tahun
2002 tentang S stem Nasional Penelitian, Pengenbangan, dan Penerapan
Il nu Penget ahuan dan Teknol ogi, di pandang perlu nenetapkan Perat uran
Presi den tentang Dewan R set Nasional ;

ngat :

Pasal 4 ayat (1) Unhdang-hdang Dasar Negara Republik |ndonesia Tahun
1945;

Undang- undang Noror 18 Tahun 2002 tentang S stem Nasional Penelitian,
Pengenbangan, dan Penerapan |l mu Penget ahuan dan Teknol ogi (Lenbaran
Negara Tahun 2002 Nonor 84, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 4219);

MEMUTUSKAN

Menet apkan :
PERATURAN PRES DEN TENTANG DEVWAN R SET NASI O\A .

BAB |
KETENTUAN UMM

Pasal 1

Dal am Peraturan Presiden ini yang di naksud dengan :

1.

Dewvan R set Nasional adalah Lenbaga Non Struktural yang di bentuk
Penerintah untuk menggali pemkiran dan pandangan dari pi hak- pi hak
yang berkepentingan dengan perkenbangan ilnmu pengetahuan dan
teknol ogi di | ndonesi a.

Il mu penget ahuan adal ah rangkai an pengetahuan yang digali, disusun,
dan di kenbangkan secara sistenatis dengan nenggunakan pendekatan



tertentu yang dilandasi oleh netodologi ilmah, baik yang bersifat
kuantitatif, kualitatif, naupun eksploratif untuk nenerangkan
penbukti an gej al a dan/ at au gej al a kenasyar akat an tertentu.

3. Teknol ogi adalah cara atau netode serta proses atau produk yang
di hasil kan dari penerapan dan penanfaatan berbagai disiplin ilnu
penget ahuan yang nenghasilkan nilai bagi penenuhan kebut uhan,
kel angsunganj dan peni ngkat an mut u kehi dupan nanusi a.

4., Menteri adal ah Menteri yang nenbi dangi penelitian, pengenbangan, dan
pener apan i | mu penget ahuan dan teknol ogi .

BAB | |
PEMBENTIKAN
Pasal 2

(1) Menbentuk Dewan R set Nasional .

(2) Dewan Rset Nasional nerupakan |enbaga yang independen dalam
nel aksanakan t ugasnya.

Pasal 3
Dewan R set Nasional berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik
| ndonesi a.

BAB || |

TUGAS

Pasal 4

Devwan R set Nasi onal nenpunyai tugas :

a. nenbantu Menteri dalam nerunuskan arah dan prioritas utama
penbangunan i | nu penget ahuan dan t eknol ogi ;

b. nenberi kan berbagai pertinbangan kepada Menteri dal am penyusunan

kebijakan strategis penbangunan nasional ilmu pengetahuan dan
t eknol ogi .

BAB |V
CRGAN SAS
Bagi an Pertana
Keanggot aan

Pasal 5

Susunan keanggot aan Dewan R set Nasional terdiri dari:

Qoo

Ket ua,

Ket ua nerangkap anggot a;

Véki | Ketua nerangkap anggot a;
Sekretari s nerangkap anggot a;
Anggot a.

Pasal 6

Wkil Ketua, dan Sekretaris Dewan R set Nasional dal am susunan

keanggotaan Dewan R set Nasional sebagai nana dinaksud dalam Pasal 5,
ditetapkan dan dipilih sendiri oleh para Anggota Dewan R set Nasional



nelalui tata cara yang diatur ol eh Dewan R set Nasi onal

Pasal 7
Ket ua Dewan R set Nasional nenpunyai tugas :
a. nemnpin dan bertanggung jawab atas pel aksanaan tugas Dewan R set
Nasi onal ;
b. nenbi na, nengawasi, dan nengendal i kan Anggota Dewan R set Nasional
dal am nel aksanakan t ugasnya;
C. nel aporkan hasil pel aksanaan tugas Dewan R set MNasional kepada
Menteri .
Pasal 8
Véki|l Ketua Dewan R set Nasi onal nenpunyai tugas :
a. nemnpin Dewan R set Nasional dalam hal Ketua Dewan R set Nasional
ber hal angan;
b. nel aksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Dewan R set
Nasi onal .
Pasal 9
Sekretaris Dewan R set Nasional nenpunyai tugas :
a. nenyi apkan pel aksanaan dan pel aporan hasil| pel aksanaan si dang-si dang
Devwan R set Nasional ;
b. nel aksanakan tugas Dewan R set Nasional sehari-hari penuh wakt u;
C. nel aksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua Dewan R set
Nasi onal .
Pasal 10

Anggot a Dewan R set Nasional nenpunyai tugas nel aksanakan tugas Dewan R set
Nasi onal yang nenet apkan dengan penuh tanggung j anab.

Pasal 11

Keanggotaan Dewan R set Nasional berjumah paling banyak 100 (seratus)
orang, ditanbah perwakilan Dewan R set Daerah.

Pasal 12

(1) Keanggotaan Dewan R set MNasional berasal dari nasyarakat yang
nmem |l i ki unsur kel enbagaan il mu penget ahuan dan teknol ogi sebagai nana
di naksud dal am Uhdang-undang Nonor 18 Tahun 2002 tentang S stem
Nasi onal Penel itian, Pengenbangan, dan Penerapan |l mu Penget ahuan dan
Teknol ogi .

(2) Kelenbagaan il mu penget ahuan dan teknol ogi sebagai mana di naksud pada
ayat (1) terdiri atas unsur:
a. Per gur uan Ti nggi ;
b. Lenbaga Penel itian dan Pengenbangan;
C. Badan Wsaha;
d. Lenbaga Penunj ang.

Pasal 13



Selain newaekili unsur kelenbagaan ilmu pengetahuan dan teknol ogi
sebagai nana di maksud dal am Pasal 12 untuk dapat di angkat sebagai Anggota
Dewan R set Nasional, seorang Cal on Anggota harus nenenuhi persyaratan :

a. war ga negara | ndonesi a;

b. bert akwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

C. sehat jasnmani dan rohani;

d. berunur mninal 35 (tiga puluh |ina) tahun;

e. nenpunyai  kual i fikasi pendi di kan sekurang-kurangnya tamat program
sarjana/ S 1 atau yang seder aj at ;

f. nenguasai sekurang- kurangnya 1 (satu) bahasa asing secara aktif;

g. nem|iki keahlian, kepakaran, dan konpetensi bidang il m pengetahuan

dan tehnol ogi ;
h. secara nyata telah terbukti nenaruh perhatian terhadap penbangunan
i | mu penget ahuan dan teknol ogi .

Bagi an Kedua
Kesekretari at an
Pasal 14

(1) Dalam nel aksanakan tugasnya, Dewan R set Nasional dibantu oleh
Sekretari at.

(2) Sekretariat sebagai mana di maksud pada ayat (1) dil aksanakan ol eh satu
unit kerja yang berada di |ingkungan kantor dan ditetapkan ol eh
Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang
ber | aku.

(3) Sekretariat sebagai mana di naksud pada ayat (1) dan (2) dipinpin ol eh
seorang Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan ol eh
Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
ber | aku.

(4) Dal am nel aksanakan tugasnya, Kepal a Sekretariat sebagai mana di maksud
pada ayat (3) secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan R set
Nasi onal .

Bagi an Ketiga
Kom si Teknis

Pasal 15

(1) Utuk nenunjang pelaksanaan tugas, Dewan R set Nasional dapat
nenbent uk Komsi Tekni s yang beranggot akan dari Anggota Dewan R set
Nasi onal .

(2) Ketentuan nengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Komsi
Tekni s sebagai nana di maksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut ol eh
Devan R set Nasional .

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEIVBERHENTT AN

Pasal 16

Keanggot aan Dewan R set Nasi onal di angkat dan di ber henti kan ol eh Menteri .



Pasal 17

Keanggotaan Dewan R set Nasional diangkat untuk nasa jabatan selana 3
(tiga) tahun dan dapat diangkat kenbali untuk 1 (satu) kali nasa jabatan
beri kut nya.

Pasal 18

(1) UWUtuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Dewan R set Nasional
dipilih dan di angkat ol eh Menteri .

(2) Wntuk selanjutnya, pengangkatan keanggotaan Dewan R set Nasional
di | aksanakan oleh Menteri dari GCalon Anggota yang diusul kan ol eh
Devan R set Nasional .

(3) Ketentuan nengenai tata cara pemlihan Calon Anggota Dewan R set
Nasi onal yang diusul kan sebagai rana di maksud pada ayat (2), diatur
oleh Dewan R set Nasional dengan nenperhatikan ketentuan peraturan
per undang- undangan yang ber | aku.

(4 Menteri dapat nenolak Calon Anggota Dewan R set Nasional yang
di usul kan apabi | a tidak nenenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
per at ur an per undang- undangan yang ber | aku.

Pasal 19

Sel ain karena berakhirnya nmasa jabatan, keanggotaan Dewan R set Nasional
dapat ber akhi r apabi| a Anggot a yang ber sangkut an :

a. tidak nenenuhi persyaratan keanggolaan Dewan R set Nasional
sebagai nana di nraksud dal am Pasal 13;

nengundurkan diri;

neni nggal duni a;

ti dak nel aksanakan t ugasnya;

di nyat akan bersal ah nel akukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadi lan yang telah nenpunyai kekuatan hukum yang tetap yang
ancanan pi dananya sekurang- kurangnya 4 (enpat) tahun penj ar a.

Pa0oT

BAB V
TATA KERIA

Pasal 20

Pel aksanaan tugas Dewan R set Nasional dilakukan dengan nengutanakan
nmusyawar ah unl uk nuf akat .

Pasal 21

(1) Dewan R set Nasional nel aksanakan S dang Dewan R set Nasional secara
ber kal a sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dal amjangka waktu 6 (enam
bul an atau sewakt u-waktu sesuai dengan kebut uhan.

(2) Dalam S dang Dewan R set Nasional sebagai mana di maksud pada ayat (1),
Devan R set Nasional nengi kut sertakan instansi Penerintah bai k pusat
naupun daerah, I|enbaga penelitian dan pengenbangan, organi sasi
dan/atau pi hak-pi hak |ain yang dipandang perlu sesuai dengan topik
penbasan dal am S dang Dewan R set Nasi onal .



Pasal 22

Ket ent uan nengenai tata kerja Dewan R set Nasional diatur |ebih |anjut ol eh
Dewan R set Nasional .

BAB M |
PEMBI AYAAN

Pasal 23
Segal a biaya yang diperlukan bagi pel aksanaan tugas Dewan R set Nasional
di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Bel anja Negara nel al ui Anggaran
Kenenteri an Negara R set dan Teknol ogi .

BAB M | |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berl akunya Peraturan Presiden ini, nmaka Keputusan Presiden Nonor 94
Tahun 1999 tentang Dewan R set Nasional, dinyatakan tidak berl aku.



Pasal 25
Keput usan Presiden ini mul ai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Fcbruari 2005
PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.

Dr. H SUS LO BAMBANG YUDHOYONO



